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ABSTRACT

The classical understanding of the Prophet's hadiths regarding the decision to divorce
cannot guarantee the maslahah (the goodness of the people) when it is practiced in
society. This condition is the background of the dynamics of the Marriage Constitution
which requires a divorce pledge in the Court. This study examines the talak vows (ikrar)
in court from the perspective of ma'ani (meanings) of hadiths. The research method used
is the istigra (inductive) and mugaranah (comparative) methods, while the approach used
is socio-historical and psychological. The results of this study are, firstly, understanding
the hadiths about divorce with socio-historical and psychological perspectives reveals
the universal values contained in it, namely the value of happiness by maintaining a
marriage and the value of justice; secondly, the Law concerning the pledge of divorce in
court has the urgency to safeguard these universal values.

Keywords: divorce hadiths, hadith interpretation, the meanings of hadiths (ma'anil
hadiths), marriage constitution.

ABSTRAK

Pemahaman klasik terhadap hadis-hadis Nabi saw mengenai jatuhnya talak tidak dapat
menjamin kemaslahatan ketika dipraktekkan di masyarakat. Kondisi tersebut
melatarbelakangi terjadinya dinamika Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan
ikrar talak di Pengadilan. Penelitian ini mengkaji tentang ikrar talak di Pengadilan
perspektif ma’anil hadis, Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode
istigro (induktif) dan mugaranah (komparatif), sedangkan pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan sosio historis dan psikologis. Hasil penelitian ini adalah, pertama,
pemahaman hadis-hadis tentang talak dengan perspektif sosio historis dan psikologis
mengungkap nilai-nilai universal yang terkandung di dalamnya, yaitu nilai kebahagiaan
dengan cara mempertahankan perkawinan dan nilai keadilan; kedua, Undang-Undang
mengenai ikrar talak di Pengadilan memiliki urgensi dalam rangka mengawal nilai-nilai
universal tersebut.

Kata kunci: hadis-hadis talak, pemahaman hadis, ma’anil hadis, undang-undang
perkawinan, nilai universal.



A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Q.S. al-Rum ayat 21, Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga
sakinah mawaddah dan rahmah (baca: kebahagiaan). Kebahagiaan akan melanggengkan
ikatan perkawinan, namun bagi sebagian pasangan terkadang sulit mewujudkannya dan
terpaksa memilih perceraian (talak) sebagai solusi terakhir. Secara normatif, Islam
membolehkan perceraian bagi pasangan suami istri yang mengalami kebuntuan dalam
mempertahankan ikatan perkawinan disebabkan berbagai aspek dan demi menghindari
mafsadah yang lebih besar. Di masa Pandemi, Indonesia sebagai negara mayoritas muslim
tidak luput dari dampak negatifnya sehingga perceraian di sebagian wilayah Indonesia
mengalami peningkatan (Ramadhani & Nurwati, 2021), seperti di Banyumas (Wijayanti,
2021), Jombang (Andri, 2021).

Walaupun perceraian dapat menjadi solusi, namun tidak berarti tanpa implikasi
turunannya. Menurut para Ulama fikih, seperti dalam kitab Asna al-Mathalib (Al-Ansarf,
n.d.), al-Muhadzdzab (Al-Syairazi, 1992), /'anah al-Thalibin dan kitab fikih Syafi’iyah
lainnya, bahwa perceraian menimbulkan implikasi-implikasi tertentu bagi pihak pihak
yang ingin memutuskan bercerai. Implikasi itu berkaitan dengan beberapa hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi baik oleh pihak mantan suami maupun mantan istri, yaitu
mut’ah atau kompensasi perceraian, nafkah selama iddah, dan hadanah atau pengasuhan
anak.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 dinyatakan bahwa akibat putusnya
perkawinan karena talak bagi yang beragama islam, maka mantan suami wajib:

1. Memberikan mutah (nafkah suami kepada istri karena adanya talak) yang layak kepada
bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al
dukhul;

2. Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri
selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam
keadaan tidak hamil;

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

4. Memberikan biaya hadlanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun



Apabila merujuk ke kitab-kitab fikih klasik, secara dzahir jatuhnya talak tidak
dipersyaratkan melalui ikrar talak di pengadilan berdasarkan pemahaman terhadap sebuah
hadis berikut ini:
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Ada tiga, yang jika dilakukan secara sengaja atau bergurau tetap terjadi atau jatuh

“nikah, talak, dan rujuk”

Menurut fukaha, hadis ini memberikan pemahaman bahwa ikrar talak menyebabkan
putusnya ikatan pernikahan seketika saat mengucapkan talak kepada istrinya, baik itu
serius maupun bercanda, demikian pula ucapan shighat akad nikah dan rujuk. Fukaha yang
menyatakan pandangan ini di antaranya al-Syirazi dalam kitabnya al-Muhadzdzab, al-
Nawawi dalam al-Majmu’ dan lain-lain.

Berdasarkan tinjauan di atas, ikrar talak di bawah tangan (di luar pengadilan) atau
tidak melaporkannya ke pengadilan secara administratif akan menimbulkan dampak serius
sebagai berikut:

1. Seorang mantan suami sulit melakukan perkawinan selanjutnya karena tidak
mempunyai surat cerai dari pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum, akta
perceraian tersebut harus ditunjukkan sebagai salah satu syarat untuk melangsungkan
perkawinan selanjutnya.

2. Seorang istri yang mau menikah lagi akan mendapatkan kesulitan, karena setiap janda
yang hendak menikah lagi, harus memiliki surat cerai dari pengadilan yang menjelaskan
secara resmi kapan dicerai disahkan berdasarkan hukum dan kejelasan awal dan akhir
‘iddahnya. Demikian pula mantan istri sulit untuk menuntut haknya pasca nikah, seperti
nafkah di masa ‘iddah, karena tidak memiliki surat perceraian yang berkekuatan hukum.

3. Dampak bagi anak, meski ikrar talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan Agama
tidak akan berpengaruh pada kondisi kejiwaan anak, tetapi berkemungkinan sang bapak
tidak memberi nafkah secara teratur dan layak. Ikrar talak yang dilakukan di luar sidang
Pengadilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak dapat memaksa
sang bapak ataupun ibu untuk memberikan nafkahnya secara teratur, baik dari waktu
memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan.

4. Dampak terhadap harta benda, jika terjadi ikrar talak di luar Pengadilan Agama, maka

akan terjadi kekacauan antara harta bawaan masing-masing suami-istri dan harta



bersama. Bisa jadi masing-masing suami-istri akan mengklaim semua harta itu sebagai
harta bawaan, atau harta bawaan akan diklaim sebagai harta bersama. Tentu saja kondisi
seperti itu membutuhkan keputusan hakim yang tetap.

Oleh karena pemahaman hadis tentang ikrar talak dalam karya-karya fukaha klasik
di atas belum sepenuhnya memberikan jaminan terhindar dari dampak negatif pasca cerai
bagi kedua belah pihak, maka kajian ulang mengenai pemahaman hadis-hadis tentang
jatuhnya ikrar talak urgen dilakukan mengingat adanya aspek-aspek kemaslahatan yang
harus dipertimbangkan dalam konteks pengamalannya di era kekinian. Segi kemaslahatan
dalam teks hadis merupakan bagian dari nilai universal yang akan terungkap melalui kajian
ma’anil hadis.

Beberapa kajian akademis (penelitian) mengenai ikrar talak di pengadilan telah
dilakukan. Misalnya artikel karya Nourma Dewi dan Femmy Silaswaty. Menurutnya
terdapat perbedaan mengenai jatuhnya ikrar talak antara fikih klasik dan perundang-
undangan. Jatuhnya talak dalam fikih klasik adalah ketika ikrar talak diucapkan dan tidak
ada indikasi mengharuskan ikrar di depan pengadilan (Dewi & Silaswaty, 2019). Penelitian
dengan obyek yang sama dilakukan oleh M. Rifqi Jazil, ia memperoleh temuan bahwa
pemberlakuan ikrar talak di Pengadilan Agama memiliki latar belakang sosio historis
sehingga melahirkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yang dinamis (Jazil, 2021).
Sedangkan Makinudin menganalisis ikrar talak di depan Sidang Pengadilan Agama dengan
tinjauan kaidah tafsir ‘amr dan ‘am. Menurutnya pengucapan ikrar talak di depan sidang
Pengadilan Agama adalah sesuai dengan tafsir ahkam atau figh (hukum Islam) dengan
menggunakan kaidah tafsir (Makinudin, 2011). Hampir senada dengan Makinudin,
Abustam menganalisis pelaksanaan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama dengan
menggunakan tinjauan Filsafat Hukum Islam). Menurutnya talak di Pengadilan Agama,
dapat dipahami sebagai penerapan kaidah ushdl al-figh, yang berbunyi ma la yatimm al-
wajib illa bih fahuwa wajib (suatu kewajiban tidak akan dapat sempurna kecuali dengan
sebuah perkara, maka perkara tersebut hukumnya wajib). (Abustam, 2019). Hasil
penelitian Fikri, Saidah, Aris dan Wahidin menguatkan temuan Abustam, menurut mereka
praktek talak yang diberlakukan Undang-Undang Perkawinan merupakan upaya
kontesktualisasi fikih (Fikri et al., 2019).



Penelitian lain telah muncul menggunakan perspektif hukum positif seperti yang
dilakukan oleh Vivi Hayati. la mengungkap adanya beberapa dampak yuridis yang
ditimbulkan akibat ikrar talak yang dilakukan di luar sidang Pengadilan (Hayati, 2015).
Rahmiati dan Elfiani mengungkap adanya keunikan pelaksanaan ikrar talak di Pengadilan
Agama Bukittinggi, ia menganalisis esensi masa tunggu ikrar talak di Pengadilan tersebut
yang tidak diberlakukan di Pengadilan Agama daerah lain. Sebagian peneliti juga, mencoba
memaparkan implikasi-implikasi hak dan kewajiban pasca talak seperti nafkah ‘iddah
(Mansari; Fatahillah, 2021), mut’ah dan nafkah ‘iddah (Heniyatun et al., 2020).

Meninjau kajian sebelumnya, kajian ikrar talak di pengadilan perspektif ma’anil

hadis belum tersentuh.

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode induktif dan mugaranah
(Al-Hamd, 2019). Adapun sumber data primer terdiri dari Kitab hadis, kitab tafsir, kitab
fikih dan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam RI. Sedangkan
sumber data sekunder terdiri dari artikel-artikel terkait ikrar talak, Sejarah Hukum Islam

Indonesia, Fatwa-Fatwa Ulama, Buku Kaidah Fikih dan Ushul al-Figh.

C.HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Istilah Talak

Secara bahasa kata Talak berasal dari bahasa Arab, yakni dari lafadz 3>l yang
memiliki tashrif B — Gl - Gl (difahthah huruf Lam pada fiil madli, didlammahkan
pada fi’il mudlari), berarti berpisah, kalau huruf Lam pada fi’il madli dikasrohkan maka
berarti »=\li (jauh). Apabila kata talak ini dikaitkan dengan kata al-nisa atau al-mar’ah
(a5 o 3e el call) maka artinya seorang wanita bercerai/berpisah dari suaminya
(Ma’luf, 1986). Menurut Ibnu Mandzur bahwa mentalak wanita itu mempunyai pengertian
melepaskan akad pernikahan atau memutusnya (Manzar, n.d.). Menurut istilah syara’ (ilmu
fikih), Talaq berarti melepaskan akad pernikahan dengan mengikrarkan lafadz talak (Aziz,
2010).
2. Teks Hadis Tentang Jatuhnya Talak



Terdapat sebuah hadis yang masyhur di kalangan para ulama fikih, yang
diriwayatkan oleh Ashéab al-Sunan al-Arba’ah kecuali al-Nasa’i (Al-Shan’ani, 2009), yaitu

Gaa iy sy 1 3a Gada s da Bhs S 0 gy adle sl Bia B0 s 8000 o
Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Tiga
perkara, seriusnya adalah serius dan candanya adalah serius, yaitu; nikah, perceraian,
dan rujuk."

Hadis ini dinilai shahih isnadnya oleh Imam Hakim (Al-Ansari, n.d.). Muhammad
Shubht Hasan Hallag mentakhrijnya sebagai hadis hasan, sehingga mutabi’nya menjadi
hadis hasan ligairih. Adapun mutabi’ hadis ini adalah riwayat Ibnu ‘Adi dengan redaksi
lain yang dinilai dlaif oleh Imam al-Shan’ani, redaksinya adalah i) 5 3tall 5 3l (Al-
Shan’ani, 1997).

Al-Shan’ani juga menyebutkan mutabi’ lainnya yang diriwayatkan Haris bin Usamah
dari hadis Ubadah Bin Shamit dengan silsilah rawi yang dimarfu’kan, padahal menurutnya
dla’if, yaitu:

G b (Sidh ab (605 165 5 e b Call) S50 Y
Tidak diperbolehkan bermain main dalam tiga perkara, yaitu talak, nikah dan
membebaskan budak, barang siapa yang mengucapkannya maka itu semua telah pasti.

Menurutnya kedla’ifannya dikarenakan terdapat oleh Imam al-Shan’ani, karena
terdapat nama Ibn Luhai'ah dan sanad hadis itu juga inqithda’ (terputus sanadnya).
Pandangannya mengenai makna hadis ini menunjukkan kepada pemahaman bahwa talak
itu jatuh walaupun diikrarkan oleh seorang yang bersenda gurau, bahkan talak saat itu tidak
membutuhkan niat karena ucapan talaknya sudah sharih, pendapat ini diikuti oleh al-
Hadawiyah, Hanafiyah, Syafi’iyyah, Hanafiyah, Hanbaliyah, Imam al-Nashir, Shadiq dan
al-Baqir (Al-Shan’ani, 1997).

Dengan demikian hadis tentang jatuhnya talak baik dengan cara serius maupun
bercanda tidak serius) adalah hadis yang bisa dijadikan hujjah karena kualitasnya Hasan
dan didukung dengan beberapa mutabi’. Imam Nawawi dalam al-Majmu’ Syarah al-
Muhadzdzab menyatakan bahwa talak itu jatuh baik dalam kondisi suka rela (tenang),
emosi, serius maupun bercanda, la berargumentasi dengan hadis 3 &a3a &6 (Al-Nawawd,

n.d.). Oleh karenanya, hadis tersebut sering dijadikan dasar bahwa talak akan terjadi kapan



pun secara pasti baik serius ataupun tidak (tentu tanpa harus ikrar di depan pengadilan),
dan memberi peringatan agar hati-hati untuk tidak terucap (oleh suami) walaupun sekedar
bercanda. Bagi kalangan tertentu pemahaman hadis ini dipegang dengan kuat dan
terkadang sebagiannya mengabaikan ikrar talak di pengadilan.

3. Talak Dalam Lintasan Sejarah

Talak telah berlaku dalam sejarah agama manusia dan diakui eksistensinya. Di
kalangan Yahudi, talak dibolehkan tanpa adanya udzur apapun, misalnya seorang suami
menyukai wanita lain yang lebih cantik. Talak tanpa udzur dikalangan mereka tetap
dikatakan tidak baik. Udzur talaknya terbagi pada dua, yaitu pertama, cacatnya fisik seperti
buta, juling dan mandul; kedua, adalah cacat akhlak seperti kasar, sifat permusuhan, keras
kepala, dan boros. Sedangkan talak dalam tradisi kristen terbagi menjadi tiga, yaitu
pertama, aliran Katolik yang mengharamkan talak dengan keras dan tidak
memperbolehkan perceraian dengan alasan apapun; kedua, aliran Ortodoks; dan ketiga
aliran Protestan. Keduanya memperbolehkan talak karena alasan tertentu semisal
pengkhianatan, namun keduanya mengharamkan menikah kembali pasca talak (Sabiq,
2004).

Talak dalam tradisi Arab Jahiliyah telah diceritakan oleh Sayyidah ‘Aisyah ra.
bahwa, dulu (di zaman Jahiliyah) seorang laki-laki mentalak istrinya dan merujuknya
sekehendaknya, dan sebanyak yang ia sukai hingga seratus kali bahkan lebih. Kemudian
satu ketika wanita yang ditalak tersebut menemui Aisyah untuk menceritakannya, Asyah
terdiam. Lalu Nabi datang dan Aisyah mengabarkannya Nabi pun terdiam sehingga turun
sebuah ayat (Sabiq, 2004):

(229 : 5 ll) .Gl Fa st 3 gy ALl oii5a (ka1
Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf
atau menceraikan dengan cara yang baik).

Otoritas mentalak dalam agama Islam merupakan hak mutlak bagi seorang suami,
tidak hanya pada agama Yahudi. Al-Quran sendiri menjelaskan ketentuan mengenai hak
mentalak ada pada suami.

Q.S. al-Talaq ayat 1:

19 1) e b gRanii 3% gy b s o 3 gy (b senald (lal Gl sl a1



Dan bila kamu mencerai istri-istrimu lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka
dengan cara yang baik, atau ceraikan mereka dengan cara yang baik. Dan janganlah kamu
tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka.

Q.S. al-Bagarah ayat 236
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Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh
(campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut ‘ah,
bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut
kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban
bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Dalam sebuah riwayat, Rasul saw pernah mengatakan mengenai hak talak milik
suami
M 3Ry ATal A55 i &) el Do b 108 (3 alug aile Al e o8 T 108 (e i e
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Dari ibn Abbas, ia berkata bahwa seorang laki-laki mendatangi Nabi saw. Lalu berkata
“wahai Rasulullah, sesungguhnya tuanku mengawinkanku pada budak perempuannya.”
Ibnu Abbas berkata lagi, kemudian Rasulullah saw naik mimbar dan mengatakan “wahai
manusia, mengapa seseorang diantara kamu mengawinkan budak lelakinya kepada budak
perempuannya, kemudian hendak menceraikan keduanya? Sesungguhnya talak adalah hak
orang yang mengambil betis.

Maksud orang yang berhak mengambil betis adalah seorang suami yang berhak atas
wanita yang menjadi istrinya, sekalipun si suami adalah seorang budak, hak talak tetap
miliknya dan bukan milik tuannya.

Dalam hadis lainnya Rasul saw menyampaikan bahwa hak istri adalah boleh
menuntut talak sepanjang alasannya dapat diterima syari’at, di antaranya pada hadis :
sk 8 sl ol G A il e Gl G 55 0 A e Juall) &) daak Wi a Y & Al e
Al e e 215ad (b e 8 B ) s 5150 U oy aste 0 a0 e 06 06
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Telah menceritakan kepada kami Ahmad Ibnul Azhar berkata, telah menceritakan kepada
kami Muhammad Ibnul Fadll dari Hammad bin Zaid dari Ayyub dari Abu Qilabah dari
Abu Asma dari Tsauban ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:
"Wanita mana saja yang minta cerai kepada suaminya bukan karena alasan yang
dibenarkan, maka ia tidak akan mendapatkan bau surga."
Dan di dalam hadis:
s Cadl g 293 4gi 8 B il e 35 8iad JLa ¥ 06 Ay il @ a2 G pulie ol G
dala 0l 4 AT Gl G 8 Jama e 3350 Ay
Telah menceritakan kepada kami Bakr bin Khalaf Abu Bisyr berkata, telah menceritakan
kepada kami Abu 'Ashim dari Ja'far bin Yahya bin Tsauban dari pamannya Umarah bin
Tsauban dari 'Atha dari Ibnu Abbas bahwa Nabi shallallahu "alaihi wasallam bersabda:
"Tidaklah seorang isteri yang minta cerai suaminya bukan karena alasan yang dibenarkan
kemudian mendapatkan bau surga, sungguh bau surga dapat dicapai dengan perjalanan

empat puluh tahun."”

4. Kontekstualisasi Makna Hadis

Berikut ini beberapa kontekstualisasi makna hadis mengenai perkawinan dan
perceraian:

a. Pemahaman Hadis Perspektif Sosio-Historis: Pembolehan talak adalah untuk
mempertahankan perkawinan.

Diriwayatkan oleh Abu Daud hadis:

2513 o) A AT @Y e 43 (il Wik b 0T
Tidaklah Allah menghalalkan perkara yang paling dibenci daripada talak.
dala cpl g 390 gl olgy (BN A L) A Gl
Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak.

Para ulama berbeda pendapat mengenai status kemuttashilan dan kemursalan silsilah
sanadnya kedua hadis ini. Keduanya memberikan pemahaman bahwa talak adalah perkara
yang tidak disukai oleh syari’at Islam kecuali didorong oleh factor-faktor yang
mengharuskannya. (al-Muthairf, 1411).



Ulama sepakat bahwa Rasul saw pernah mentalak sebagian dari istrinya (Ibn ‘Abd
al-Barr, 1985). Rasul saw sendiri pernah mentalak Hafshah yang terekam dalam sebuah
riwayat:

Asbe ol An AT gaa)) & Lala Gl # (330 ¢
Sesungguhnya Rasul saw mentalak Hafshah kemudian merujuknya.

Upaya Rasul saw merujuk Hafshah ini menunjukkan bahwa Rasul saw tetap berhati-
hati dan berupaya memilih jalan damai untuk mempertahankan perkawinan semaksimal
mungkin. Rasulullah saw mentalak Hafshah disebabkan Hafshah tidak mampu menjaga
amanah. Suatu hari Nabi saw berduaan dengan Maria al-Qibtiyah dirumah Hafshah
(dikamar Hafshah) dan di hari gilirannya, Hafshah diketahui sangat cemburu sehingga
sangat marah. Untuk menenangkannya, Nabi saw mengatakan padanya bahwa ia
mengharamkan Maria dan tidak akan mendekatinya lagi dan meminta Hafshah
merahasiakannya. Saking cemburunya Hafshah mencurahkan perasaannya (curhat) kepada
‘Aisyah. Kemudian Allah swt mengabarkan bahwa Hafshah tidak menjaga rahasia Nabi
saw, akhirnya Nabi saw marah dan menceraikan Hafshah (Al-Qurthd{bf, 2006). Rasul saw
menyayangi Umar ra sebagai bapaknya Hafshah, kemudian Rasul merujuknya.

Kebolehan talak yang dalam pandangan Allah tidak disukai merupakan bentuk
rahmat Allah kepada hambanya untuk memperoleh kebahagiaan rumah tangga sekaligus
melindungi kaum perempuan. Sebagaimana riwayat °‘Aisyah r.a. bahwa di zaman
Jahiliyyah, talak adalah sesuatu yang sangat diremehkan, sehingga mereka memperlakukan
perempuan sesuka hati. Mereka menikahi kaum perempuan dengan berpoligami tanpa
batasan jumlah, dan mereka mentalak istri juga tanpa batasan jumlah. Islam datang
membatasi jumlah maksimal perempuan yang boleh menjadi istri. Demikian pula Islam
datang membatasi jumlah talak, sebagai upaya melindungi kaum perempuan agar tidak
diperlakukan semena-mena dan mengangkat derajatnya.

Adapun spirit Q.S. al-Bagarah ayat 229 mengenai batas maksimal talak dua kali itu
linier dengan hadis mengenai jatuhnya talak baik diikrarkan secara serius maupun
bercanda. Hadis tentang jatuhnya talak sesungguhnya memberikan warning agar setiap
pasangan berhati-hati sehingga tidak menyebabkan sang suami mengujarkan kata talak
sampai melebihi dua kali. Warning ini sebagai pengendali agar setiap pasangan jangan

sampai menyesal terlanjur mengucapkan talak yang ketiga, yang membuat mereka tidak



bisa rujuk kembali, kecuali bila sang istri telah diselai suami barunya lalu dicerai. Demikian
pula bagi sang istri, warning ini sebagai pengendali agar ia tidak membuat suaminya lepas
kendali mengujarkan kata talak.

Mempertimbangkan hadis-hadis kebolehan talak, para ulama berijma’ (konsensus)
bahwa talak adalah sesuatu yang dibolehkan dikarenakan adanya kondisi yang sangat
darurat jika tidak mungkin lagi mendamaikan pasangan suami istri dan terjadi rusaknya
keharmonisan rumah tangga. Rusaknya keharmonisan ini bila dibiarkan akan semakin
memperburuk keadaan dan percekcokan yang tiada henti, padahal di saat yang sama suami
masih menanggung konsekuensi memberi nafkah dan tempat tinggal. Tentu kondisi
demikian membuat keduanya tersiksa mempertahankan perkawinan dalam hubungan yang
tidak harmonis (al-Muthairi, 1411).

Dengan demikian, batasan mempertahankan perkawinan menurut hadis hadis di atas
adalah bersabar sekuat mungkin melalui berbagai upaya perdamaian (Al-Muthairi, 1441).
Dalam konteks inilah ketentuan ikrar talak di Pengadilan berperan, sebagaimana tertuang
dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 ayat (1) bahwa “Perceraian hanya dapat
dilakukan didepan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak™.

Secara teknis, Pengadilan Agama menerima pengajuan talak oleh pihak suami
sebagaimana diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) Pasal 70
tahun 1989. Kemudian Pengadilan memeriksa ajuan tersebut, bila kedua belah pihak tidak
mungkin didamaikan dikarenakan factor-faktor penyebab perceraian telah terpenuhi secara
syar’i maupun administratif, maka Pengadilan menetapkan bahwa pengajuan tersebut
dikabulkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan sidang Ikrar talak yang dihadiri pihak
istri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 70 UUPA. Dengan demikian, Pengadilan sebagai
hakim berupaya membantu pihak suami dan istri untuk memepertahankan perkawinan
semaksimal mungkin.

b. Pemahaman Hadis Perspektif Psikologis: Nilai Universal Hak Mentalak Adalah
Keadilan

Ada sementara ahli yang memandang bahwa hadis-hadis tantang hak talak bernada

diskriminatif (Al-Na’im, 1997), sebab seolah-olah hak wanita untuk bercerai dibatasi oleh

kekuasaan sang suami, yaitu hanya boleh meminta cerai dengan tebusan dan itu pun



dibatasi dengan persyaratan alasan-alasan yang dibenarkan syara’, sebagaimana dalam
kisah istri dari Tsabit bin Qais yang mengadukan perihal permintaannya untuk bercerai
dari suaminya kepada Rasulullah, lalu Rasul memerintah suaminya menceraikannya dan
menyuruh mengambil tebusan dari istrinya. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak memiliki
hak menceraikan, namun hanya sebatas berhak meminta cerai itupun disertai tebusan untuk
dirinya.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa hak mentalak milik laki-laki dikarenakan dua
alasan. Pertama, laki-laki lebih bisa memastikan kelangsungan hidup perkawinan dengan
mengeluarkan hartanya berupa nafkah misil (mahar dan biaya hidup yang berlaku umum)
atau lebih dari itu, bahkan ketika seorang suami mentalak dia menanggung kompensasi
talak dan memberi nafkah kepada mantan istrinya selama masa ‘iddah. Implikasi berupa
resiko materi pasca talak ini menjadi pertimbangan yang betul-betul diperhitungkan oleh
sang suami sehingga tidak tergesa-gesa mentalak. Kedua, secara psikis, laki-laki memiliki
kemampuan akal dan stabilitas emosional yang lebih baik daripada perempuan (Sabiq,
2004). Al-Muthairi menjelaskan lebih jauh, bahwa pada umumnya akal laki-laki memiliki
pertimbangan yang lebih matang atas resiko-resiko dan akibat negatif perceraian bagi
keturunannya dan bagi dia sendiri serta istrinya. Kematangan ini menyebabkan laki-laki
tidak tergesa-gesa mengakhiri ikatan perkawinan tanpa berpikir panjang (al-Muthairi,
1411). Tinjauan psikis ini sangat beralasan, mengingat bahwa kaum kejiwaan perempuan
dalam fase-fase tertentu mengalami down seperti di saat haid, hamil, nifas dan pada
umumnya memiliki perasaan yang lebih sensitif dibanding kaum laki-laki.

Oleh karena laki-laki menanggung biaya kelangsungan pernikahan ditunjang dengan
kemampuan akal dan stabilitas emosionalnya maka ia akan lebih sabar atas sesuatu yang
tidak ia sukai dari istrinya sehingga ia tidak tergesa-gesa mentalak karena emosi dan
keburukan istri yang membebaninya. Sebaliknya, secara emosional seorang perempuan
akan bertindak tergesa-gesa, ia juga tidak mempunyai implikasi turunan pasca perceraian
sebagaimana laki-laki. Dengan begitu, pantas istri akan lebih mudah memutus ikatan
perkawinan (mentalak) hanya karena sebab sepele, atau sebab yang tidak tepat, seandainya
wanita diberi hak mentalak (Sabig, 2004).

Abdul Mustagim mengilustrasikan bahwa hak talak bagi suami itu berbanding lurus

dengan kewajiban suami memberikan mahar. Bila ditelusuri, sebenarnya konsep mahar



tidak bisa lepas dari konteks sosio-historis di kala pensyari’atan nikah itu turun. Islam
mensyari’atkan mahar sebagai penghargaan kepada perempuan, karena di zaman
Jahiliyyah perempuan tidak berhak memiliki sesuatu. Dengan mahar, Islam mengangkat
harkat wanita untuk memiliki sesuatu. Mengutip apa yang dikemukan Abdul Mustagim
bahwa dengan mahar berarti Islam telah merubah status perempuan yang tadinya
something (baca : seperti barang) yang hanya dimiliki menjadi someone (orang) yang dapat
memiliki.

Abdul Mustagim mengutip pendapatnya Ali Ahmad al-Jurajawi, bahwa kurang
sesuai dengan rasa keadilan, jika suami sudah harus menyerahkan mahar lalu hak
menjatuhkan talak ada pada istri. Dapat dibayangkan, dia sudah kehilangan mahar, lalu
diceraikan. Maka dalam rangka balancing power Islam kemudian menetapkan, jika istri
mau menuntut cerai (Khulu’) dia harus mengembalikan mahar yang diterima suaminya
(Mustagim, 2016). Sehingga bisa dikatakan bahwa hak talak merupakan implikasi logis
dari pemberian mahar laki-laki kepada perempuan bila melihat historisitasnya.

Adapun kebolehan perempuan meminta cerai (khulu’) bersumber dari al-Quran
secara sharih sebagai berikut:

229 : 5 Ay G L Lagile #U5 3B ) 338 Ll Y adis b
Jika kamu khawatir keduanya tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak
ada dosa atas keduanya dalam tebusan istri untuk dirinya.

Lebih jelasnya, praktek khulu’ sudah pernah Nabi perintahkan kepada seorang
shahabiyah yang bernama Habibah yang mengadu kepada Rasulullah bahwa ia khawatir
tidak mampu menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai istri (kufur nikmat) dikarenakan
tidak tertarik fisik suaminya kepada suaminya Tsabit bin Qais. Hadis terkait kisah ini
ditakhrij oleh al-Bukhari, al-Nasai, dan Ibn Majah. Adapun matan hadisnya sebagai berikut
Gl b e Lot b (i b3 Gl ) Qg G Callad g e i) Ba (o &8 i o el 3180 &
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Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul
Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas
bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu "alaihi wasallam dan
berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun



akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam."” Maka Rasulullah shallallahu
‘alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" la
menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu,
dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat
dari Ibnu Abbas.

Dikisahkan bahwa Habibah tidak menyukai suaminya yang sangat hitam legam,
pendek perawakannya, paling buruk wajahnya (Lasyin, 2002). Faktor ketertarikan (Jawa:
mengeni) merupakan faktor penting dalam pernikahan untuk mewujudkan tujuan
perkawinan yaitu mawaddah (cinta dan suka).

Mawaddah menjadi tumpuan awal kebahagiaan pernikahan, ketika kondisi fisik
pasangan tidak memicu mawaddah menurut batasan syar’i yang membolehkan perceraian,
baik cacat fisik impoten (suami yang tidak punya gairah jima’ dan tidak produktif), maupun
cacat akhlak maka ia boleh mengajukan khulu’. Begitu pula, apabbila terjadi fenomena
pernikahan dengan paksaan dan istri tidak tertarik sama sekali pada suami yang
dijodohkan, sehingga tidak terpenuhi nafkah batinnya karena memang tidak tertarik
bahkan jijik, maka tidak ada halangan untuk mengajukan perceraian kepada pengadilan.
Apabila suami tidak bersedia menceraikan maka yang berwenang menentukan keputusan
perceraian adalah hakim, sebagaimana dalam kasus Habibah di atas, dimana Rasulullah
saw sebagai hakimnya.

Berdasarkan Q.S. Al-Rum ayat 21, sakinah, mawaddah dan rahmah (baca:
kebahagiaan) itu merupakan tujuan pernikahan yang harus tercapai bagi kedua belah pihak,
tidak hanya salah satu dari keduanya. Di dalam ayat tersebut disebutkan kata “azwaja”
yang berarti pasangan ayat ini mengandung merupakan prinsip keadilan. Apabila menikah
itu bertujuan untuk kebahagiaan suami dan istri, maka perceraian pun harus menjadi sebuah
solusi untuk kebahagiaan keduanya. Bila talak sebagai hak bagi suami untuk mencapai
kebahagiaannya, maka khulu’ bagi seorang istri juga semestinya menjadi jalan untuk
mencapai kebahagiannya.

Dengan demikian, khulu’ harus dipahami tidak sekedar hak menuntut cerai, namun
sebagai hak memperoleh kebahagiaan. Oleh karena cerai menjadi pintu gerbang menuju
hak istri untuk memilih kebahagiaannya, maka perceraian akan pincang apabila secara

sewenang-wenang dilakukan oleh suami.



Menurut M. Syaifudin bahwa perceraian menurut hukum Islam pasal 38 dan 39 UU
Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 terdiri dari cerai talak, cerai gugat dan cerai mati
(Syaifuddin, 2013). Cerai gugat yang di atur dalam Undang-Undang merupakan
manifestasi praktek khulu’ sebagai hak seorang istri.

Mengenai keharusan cerai talak di Pengadilan Agama dengan sendirinya menafikan
keberlakuan cerai talak di luar Pengadilan Agama. Menurut Andi Tahir Hamid sebelum
lahirnya Undang-Undang perkawinan pasal 39 UUP, paradigm fikih klasik sangat kuat
sehingga para suami dengan mudahnya menjatuhkan talak (Hamid,1996). Kondisi
demikian menimbulkan dampak negatif ketidak adilan bagi para istri, karena dicerai sesuka
hati oleh para suami. Sedangkan ketika istri merasa tidak sanggup untuk mempertahankan
perkawinan, mereka tidak mempunyai otoritas untuk. Menurut Prawirohamidjojo, pasal ini
sebagai langkah preventif untuk menekan tindakan sewenang-wenang pihak suami
menceraikan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan (Prawirohamidjojo, 2012). Pendapat
Prawirohamidjojo menjadi pembanding terkait pemahaman hadis mengenai syarat khulu’
yang dibenarkan oleh syara’. Artinya bila seorang istri menuntut cerai (khulu’) harus
memenuhi syarat, maka demikian juga bila seorang suami hendak mencerai harus
memenuhi syarat yang dibenarkan pula. Pihak yang dapat bertindak untuk menjadi
penengah antara kedua belah pihak untuk menjamin rasa keadilan hanya pemimpin melalui
Pengadilan Agama. Dalam konteks keadilan ini, Ikrar talak di Pengadilan Agama memiliki
urgensi yang sesuai dengan nilai universal rasa keadilan dari hadis-hadis tentang talak.

Menurut Undang-Undang pasal 39 UUP, Ketika hendak mentalak, seorang suami
harus mengajukan permohonan ikrar talak di sidang Pengadilan Agama. Apabila
permohonan sang suami dikabulkan, ia dapat mengucapkan ikrar talak di siding
Pengadilan. Bila permohonannya tidak dikabulkan, maka ia tidak dapat mengucapkan ikrar
talak pada istrinya. Selanjutnya sang suami boleh mengajukan lagi ke Pengadilan Tinggi
Agama. Dengan demikian jatuhnya talak tidak serta merta jatuh tanpa ikrar talak di
Pengadilan Agama, secara teknis ketentuan tersebut tampak sangat berbeda dengan
jatuhnya ikrar talak dari pemahaman hadis fukaha klasik yang tidak mempersyaratkan ikrar
di Pengadilan/hakim.

Dari segi analisis dalil, maka kewajiban ikrar talak di Pengadilan memiliki legitimasi

syari’at. Pertama, meninjau kaidah fikih



i sall
kemudaratan harus dihilangkan, dengan sendirinya hadis tentang jatuhnya talak mesti
dipahami sebagai warning sebagaimana penjelasan sebelumnya. Hadis tersebut memiliki
nilai universal kemaslahatan bagi pasangan untuk berhati-hati sehingga tidak mudah
bercerai. Kedua, yang berkewajiban menghilangkan mudarat perceraian seluruh umat
Islam di Indonesia adalah pemimpin. Kebijakannya juga sekaligus menghapuskan
perbedaan pendapat yang menimbulkan kemudaratan pula, sebagaimana kaidah fikih

CMAY) ad g a ) aSlal) aSa
Ketetapan pemimpin itu mengikat (wajib ditaati) dan menghilangkan perbedaan
Melalui ikrar talak di Pengadilan, bukti resmi perceraian akan diperoleh dan memiliki
kekuatan hukum tetap. Kekuatan hukum ini akan menjamin seorang istri memperoleh hak-
haknya sebagai implikasi pasca cerai berupa mut’ah, nafkah di saat ‘iddah dan
memudahkannya dalam proses perkawinan dengan laki-laki lain setelah itu. Dalam
Demikian pula bagi suami, ia akan memperoleh bukti resmi yang memudahkannya untuk
memenuhi prosedur perkawinan dengan perempuan lain setelah itu.
Dalam konteks cerai gugat, seorang istri akan memperoleh keadilan yang
berkekuatan hukum tetap sehingga ia bisa terlepas dari suami yang dianggapnya tidak bisa
diharapkan hidup bahagia dengannya. Demikian pula bagi suami, ia akan memperoleh

kekuatan hukum tetap sebagai bukti kuat untuk mendapatkan ‘iwadl (tebusan) dari istri.

D. KESIMPULAN

Talak merupakan solusi terkahir ketika pihak suami dan istri tidak mampu mencapai
kebahagiaan. Hadis-hadis Nabi saw yang memberikan pedoman mengenai talak sangat
kompleks. Pemahaman hadis Nabi saw tentang talak secara parsial menyebabkan praktek-
praktek perceraian yang tidak mencapai kemaslahatan kedua belah pihak, sebagaimana
praktek perceraian yang telah terjadi dalam sejarah perceraian umat Islam Indonesia
berlandaskan pemahaman fukaha klasik. Untuk menanggulangi ketimpangan praktek
perceraian yang dipahami secara parsial dari al-Quran dan hadis Nabi saw, para ulama dan
pemimpin NKRI berijtihad sehingga menghasilkan Undang-Undang Perkawinan yang

didalamnya memuat prosedur perceraian yang maslahat.



Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis, budaya dan psikologis, dapat
dipahami bahwa hadis tentang jatuhnya talak memiliki nilai universal. Pertama, bahwa
perkawinan harus dipertahankan untuk kebahagiaan bersama kedua belah pihak. Sebelum
Islam datang, laki-laki bebas sebebas bebasnya mengawini banyak wanita dan mencerai
wanita ratusan kali tanpa batas. Islam datang dalam rangka memberi batasan jumlah istri,
pun juga memberi batasan jumlah talak sebanyak dua kali saja yang dapat rujuk.
Dikarenakan maksimal talak sebanyak dua kali, sangat wajar apabila Nabi saw
memberikan warning bahwa talak akan jatuh baik serius ataupun bercanda. Secara
psikologis, maka pasangan suami dan istri yang saling mencintai ribuan kali akan berpikir
untuk tidak mengucapkan talak dan menuntut talak, sebab bila telah mencapai jumlah
maksimal mereka akan menyesal harus rela kehilangan kesempatan hidup bersama dengan
pasangan yang seharusya dipertahankan.

Kedua, nilai keadilan. Hadis-hadis Nabi saw mengenai talak dan khulu’ harus
dipahami sebagai rasa keadilan. Hak mentalak bagi laki-laki sebanding dengan kewajjiban
memberi mahar dan membiayai kehidupan perkawinan. Hak khulu’ bagi istri sebanding
dengan hak mentalak bagi suami. Untuk menjamin rasa keadilan ini, lahirlah Undang-
Undang yang mengatur Perkawinan dan Perceraian.

Oleh karena itu, Undang-Undang mengenai ikrar talak di Pengadilan sesungguhnya
menjadi media untuk menjamin terpeliharanya nilai universal ajaran Islam dalam
kehidupan perkawinan untuk mencapai kemaslahatan kedua belah pihak sebagaimana yang

tersurat dan tersirat dalam hadis-hadis Nabi saw.
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